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Penggerebekan perempuan yang dilacurkan (pedila) berinisial NN di sebuah hotel di Padang pada 26
Januari 2020 menjadi bahan pembicaraan publik dan media massa. NN digerebek saat melayani laki-laki
pelanggannya di kamar hotel di kota Padang. Menurut keterangan Andre Rosiade, penggerebekan NN
berdasarkan petunjuknya untuk membuktikan maraknya prostitusi di Padang namun bukan dia yang
pemesannya. Masih menurut Andre Rosiade, penggerebekan dilakukan untuk menjawab keresahan
masyarakat Padang akibat maraknya prostitusi daring (online), karaoke ilegal dan penjualan miras ilegal.

Menyikapi pemberitaan terhadap penggrebekan pedila tersebut, Komnas Perempuan menilai bahwa
tindakan penggerebekan NN merupakan bentuk feminisasi moral yang berakibat kriminalisasi pedila.
Dalam feminisasi moral, perempuan dijadikan tonggak moral masyarakat yang mana terkadang cara
berpakaian perempuan, pedila, tempat karaoke dan penjualan miras disasar sebagai ruang-ruang maksiat
yang harus “dibersihkan”.

Komnas Perempuan juga menilai, penggerebekan ini menunjukkan kesalahpahaman anggota DPR Andre
Rosiade dalam menyikapi para pedila. Dalam masyarakat patriarkis, pedila merupakan salah satu bentuk
perdagangan orang dengan tujuan seks. Sikap yang mengkriminalkan pedila sebagai ukuran moralitas
masyarakat mengakibatkan germo dan pelanggan tidak dilihat sebagai pelaku besar di balik dunia
prostitusi. Sebagai anggota DPR, Andre Rosiade seharusnya melihat bahwa NN merupakan korban
kekerasan struktural yang menempatkan perempuan sebagai obyek seks dan tekanan ekonomi yang
mendorong perempuan untuk bertahan hidup dengan menjadi pedila. Tak seorang perempuan pun bersedia
menjadi pedila kecuali karena tekanan ekonomi. Bahwa NN dijanjikan bekerja di sebuah spa dan dijadikan
istri kedua dan penjadi pedila menunjukkan lapisan kekerasan berbasis gender yang dialaminya.

Hasil pemantauan Komnas Perempuan terhadap kondisi pedila, menemukan bahwa tidak ada perempuan
yang ingin menjadi pekerja seks, umumnya mereka masuk dalam lingkar prostitusi karena korban
kekerasan seksual, KDRT atau TPPO.

Komnas Perempuan mengingatkan bahwa persoalan prostitusi diatur dalam Pasal 296 KUHP, melarang
siapa saja yang menjadikan mata pencarian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul
yang dilakukan oleh orang lain dan ancaman pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini ditafsirkan
oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para germo, mucikari atau
pemilik dana atau pengelola rumah bordil. Pemberi dan pengguna tidak dapat dipidana karenanya. Pasal
506 KUHP menguatkan bahwa barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan
menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.



Juga mengenai penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 11
tahun 2008 pun tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran daring yang
dikelola kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman hanya pada
perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan
hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung
konten kecabulan, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan ini pun
harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik surel, media sosial, atau layanan pesan
singkat). Mengacu pada ketentuan UU-ITE, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan
dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari pasal 27 ayat (1) UU-ITE.
Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa kasus ini mengandung kesusilaan, dengan demikian
pemberitaan terhadap pemeriksaan kasus ini dilakukan secara tertutup dan mengedepankan penghormatan
terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Pola penggrebekan terhadap NN adalah meniru pola penggrebekan terhadap VA sebelumnya, di mana
perempuan menjadi komoditas. Jika pola ini tidak dihentikan, ke depan pola penggrebekan dapat dijadikan
cara untuk membangun citra seseorang, atau kelompok yang menggunakan moralitas dengan
mengorbankan perempuan tanpa menyelesaikan akar permasalahan pedila.

Berdasarkan hal-hal di atas, Komnas Perempuan menyatakan:
1. Menyerukan anggota DPR RI untuk lebih berkonsentrasi terhadap pembahasan RUUyang

memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan di antaranya RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual;

2. Meminta Kepolisian RI untuk menghentikan pola penggrebekan seperti yang terjadi pada
VA dan NN dalam penegakan hukum pidana dan bertindak secara profesional, transparan,
dan akuntabel sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
Juga memenuhi hak NN sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum di setiap
tingkatan pemeriksaan yaitu hak atas bantuan hukum dan pendampingan psikologi.

3. Menyarankan media massa untuk berhati-hati dan tidak terjebak dalam upaya upaya
menjadikan kasus ini sebagai alat untuk meraih popularitas
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